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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka disampaikan

kesimpulan sebagai berikut:
1. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
memiliki kekuasaan yang sangat besar. Urgensi Pengawasan
Eksternal Hakim Konstitusi berkaitan dengan putusannya yang
bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi lembaga penguji yang lain
sehingga dianggap putusan itu bersifat mutlak (absolut) kemungkinan
bisa terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan,
dikhawatirkan Keputusan yang diputuskan hakim Terduga tidak
independen dan tidak memberikan rasa keadilan hukum masyarakat.
MK yang dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi
ternyata terjadi pelanggaran etika dan hukum yang justru melibatkan
Ketua MK dan beberapa hakim konstitusi. Independensi dan
kenegarawanan hakim MK yang menjadi syarat hakim konstitusi
ternyata tidak terbukti. Kehadiran Pengawasan eksternal MK
berfungsi ikut menjaga marwah dan keluhuran hakim konstitusi,
selain itu sebagai checks and balances agar lembaga MK tidak
menjadi lembaga super bodi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun.

2. Mekanisme Pengawasan Eksternal hakim konstitusi sebagai berikut: 1.
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
konstitusi; 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan
pelanggaran kode etik; 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan
infestigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim
secara tertutup ; 4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan dugaan
pelanggaran kode etik hakim; 5. Mengambil langkah hukum dan/atau
langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat
hakim konstitusi. Prosedur pemberian sanksi apabila terbukti bersalah
diberikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari
pelanggaran ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai tiga (3)
kali. Pemberian sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat
sampai dengan tidak hormat.
Saran

1. Menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) untuk mengadakan Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B Tentang Komisi
Yudisial dengan menambahkan satu Pasal tentang kewenangan
Komisi Yudisial mengawasi Hakim, Hakim Agung, dan Hakim
Mahkamah Konstitusi.
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2. Dengan diadakannya perubahan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945
Tentang Komisi Yudisial maka akan diikuti perubahan Undang-
Undang di bawahnya. Saya menyarankan agar ditambahkan perluasan
kewenangan Komisi Yudisial antara lain:
a. Kewenangan mengadakan penyadapan seperti halnya kewenangan

yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
b. Kewenangan memanggil dan memeriksa Hakim, Hakim Agung,

dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar
kode etik serta menjatuhkan sanksi ringan sampai dengan sanksi
berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat;

c. Membentuk panitia seleksi Hakim, Hakim Agung, dan Hakim
Mahkamah Konstitusi;

d. Membuat kode etik Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah
Konstitusi yang menjadi panduan bertingkah laku dalam
menjalankan tugas.

d. Semua yang diputuskan oleh Komisi Yudisial tidak perlu
meminta persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi.

3. Kewenangan Dewan Etik sebagai pengawas internal tetap di
pertahankan, namun kewenangan mengawasi hakim konstitusi
dialihkan mengawasi pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi.
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